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PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.Hal ini ditegaskan dalam
pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara
KesatuanRepublik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek
kehidupan.Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam
kehidupan masyarakatberbangsa dan bernegara.Hukum sebagai suatu
sistem dapat berperan denganbaik dan benar di tengah masyarat jika
instrument pelaksanaannya dilengkapidengan kewenangan-kewenangan
dalam bidang penegak hukum.Salah satu diantara kewenangan-
kewenangan itu adalah Kejaksaan.Sistem hukum menurut L.M. Friedman
tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum,struktur
hukum dan budaya hukum.Ketiga unsur sistem hukum ini
sangatmenentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik
atau tidak.Subtansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atauperaturan perundang-undangan.Penekanannya, struktur hukum
lebih kepadaaparatur serta sarana dan prasaranan hukum itu
sendiri.Sementara  itu, budaya hukum  menyangkut  perilaku
masyarakatnya.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan baik

norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga



aparaturpengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas,
dan disiplinyang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku
hokummasyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiapNegara hukum
termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat
penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah
Kejaksaan, di samping Kepolisian, Mahkamah Agung dan bahkan
Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara
universal melaksanakan penegakan hukum.

Hukum dan penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto,
merupakan sebagian faktor penegak hukum yang tidak bisa diabaikan
karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegak
hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan sebagai
institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan
yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena institusi Kejaksaan
menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di
persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus
mampu mengemban tugas penegak hukum.

Selaku institusi penegak hukum, Kejaksaan dalam menjalankan
tugas dan wewenagnya hendaknya senantiasa berlandaskan hukum.
Artinya Kejaksaan harus selalu berpihak pada hukum untuk menegakkan
keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan Proses
Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), preventif

berupa penyuluhan, serta administrative sehubungan dengan tindakan



Kejaksaan dalam upayanya mengatur. Langkah-langkah penegak hukum
tersebut terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu
serta dikontrol oleh hukum, sebagaimana Lili Rasjidi mengatakan bahwa
sebagai alat pembatas dan langkah-langkah tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada Negara dan masyarakat.

Dalam konteks politik hukum, posisi Kejaksaan dalam
konstelasiketatanegaraan sebelum dan setelah Indonesia merdeka hingga
dewasa ini sangatdipengaruhi oleh ragam kepentingan, misalnya
pengaturan penguasa yangberlindung dibalik undang-undang. Pada sisi
lain, Kejaksaan sebagai bagian darimasyarakat, harus mengindahkan juga
nilai-nilai yang hidup dan berkembangditengah-tengah masyarakat.
Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilaiyang dianut sebagai
pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhikedudukan Kejaksaan.

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaanNegara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
Undang-undang.Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan
Praktek Kerja Lapangan diKejaksaan Tinggi Jawa Barat agar penulis
mengetahui bagaimana melaksanakantugas dan fungsi sebagai penegak
hukum di Indonesia.

Kegiatan Job Training ini memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mencoba menambah teori yang telah didapat pada

perkuliahan serta untukmengetahui, mengenal lingkungan pekerjaan



sebagaimana prakteknya sehinggahubungan sosial tidah terjalin hanya
lingkup mahasiswa namun juga lingkupkaryawan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dipimpin oleh Yuswa K. A.
Basri SH, MH, MM Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.Kantor Kejati ini
berada di JI. RE. Martadinata No. 54, Bandung Telp. 022-423
9375.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini terdiri dari beberapa Kejaksaan
Negeri.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi
Jawa Barat, dengan wilayah tugas meliputi wilayah Propinsi yang
bersangkutan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya,
dibantu olehseorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh
beberapa orang unsurepembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Nama pejabat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
1. Kepala Kejaksaan Tinggi :MH. Yuswa K. A. Basri SH, MH, MM
2. Wakil Kepala Kejakasaan Tinggi : Kusnadi Halim, SH

3. Kepala Bagian Tata Usaha : Edi Dikdaya, S.H

4. Asisten Pembinaan : Amandra Syaharwan SH. MH.

5. Asisten Intelijen : Sampe Tuah, SH

6. Asisten Tindak Pidana Hukum : Asri Agung Putra, SH, MH

7. Asisten Tindak Pidana Khusus : Jaya Kesuma, SH, MH

8. Asisten Tata Usaha : Yusuf, SH, MH

9. Asisten Pengawasan : Yogaiyum Hasib, SH



Dimana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membawahi 25 satuan kerja
yaitu 25 Kejaksaan Negeri dengan jumlah pegawai 1458 orang yang terdiri
dari Jaksa 605 Orang dan Tata Usaha 835 Orang. Adapun Kejaksaan
Negeri se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Bandung

2. Kejaksaan Negeri Majalengka
3. Kejaksaan Negeri Bogor

4. Kejaksaan Negeri Kuningan

5. Kejaksaan Negeri Cibinong

6. Kejaksaan Negeri Indramayu
7. Kejaksaan Negeri Depok

8. Kejaksaan Negeri Sumber

9. Kejaksaan Negeri Sukabumi
10. Kejaksaan Negeri Garut

11. Kejaksaan Negeri Cibadak

12. Kejaksaan Negeri Ciamis

13. Kejaksaan Negeri Cianjur

14. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya
15. Kejaksaan Negeri Purwakarta
16. Kejaksaan Negeri Sumedang
17. Kejaksaan Negeri Karawang
18. Kejaksaan Negeri Bale Bandung

19. Kejaksaan Negeri Bekasi



20. Kejaksaan Negeri Cikarang
21. Kejaksaan Negeri Subang
22. Kejaksaan Negeri Banjar.
23. Kejaksaan Negeri Cirebon
24. Kejaksaan Negeri Depok

25. Kejaksaan Negeri Singaparna

1. Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah lama ada sejak lama di
Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu
pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan
dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertenru di
kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari
kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W. F. Stutterheim mengatakan
bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di Zaman Kerajaan
Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa
(1350-1389 M).Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk
menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan.Para
dhyaksa ini di pimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi
yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H. H.

Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas



(opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter).Krom dan Van
Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut
bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah
seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada
relevasinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah
Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang memerintahkan pegawai-
pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier Van Justitie
di dalam siding Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie
Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah
Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada perakteknya, fungsi tersebut Ilebih
cenderung sebagaiperpanjangan tangan belanda belaka. Dengan
kata lain, Jaksa dan Kejaksaan padamasa penjajahan Belanda
mengemban misi terselubung yakni antara lain :

a. Mempertahankan sagala peraturan Negara

b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana

c. Melaksanakan putusan pangadilan pengadilan pidana yang
berwenang.

Fungsi sebgai alat penguasa itu akan sangat kantara,
khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan
hatzaai artikelen yang terdapatdalam Wetboek van Strafrecht

(WVS).



Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut
secara resmi difingsikan pertama kali oleh Undang-Undang
pemerintahan zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942,
yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. 3/1942, No. 2/1944
dan No. 49/1944. Eksistensi Kejaksaan itu berada pada semua
jenjang Pengadilan, yakni sejak Saikoo Hooin (Pengadilan
Agung), Koootooo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hooin
(Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan
bahwa Kejaksaan memilki kekuasaan untuk :

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran

2. Menuntut Perkara

3. Menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara criminal

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut
hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap
dipertahankan  dalamNegara Republik Indonesia.Hal itu
ditegaskan dalam pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945, yang
diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun
1945.1sinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I.
membentuk badan-badan peraturan negaranya sendiri sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan
peraturan yang ada masih langsung berlaku.Karena itulah, secara

yuridis formal, Kejaksaan R.l. telah ada sejak kemerdekaan



Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua
hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan
kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia,
yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mangalami berbagai perkambangan
dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu
dan perubahan sistem pemerintahan.Sejak awal eksistensinya,
hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22
priode kepemimpinam Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan
sejarah  ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan,
organisasi, serta tata carakerja Kejaksaan RI, juga mengalami
berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi
masyarakat, serta bentuk Negara dan sistem Pemerintahan.

Menyangkut ~ Undang-Undang tentang  Kejaksaan,
perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat
pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 15 tahun 1961
Ketentuan-Ketentua Pokok Kejaksaan RI. Undang- Undang ini
menegaskan Kejaksaan sebagai alat Negara penegak hukum yang
bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan
tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung
(Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan

Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang
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Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan
penempatan Kejaksaan dalamstruktur organisasi departemen,
disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961tentang
Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada
perkembangan baru yang menyangkut.Kejaksaan RI sesuai
dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961
kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan
mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi
Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No.
55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

2. Sejarah Kejaksaan Setelah Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai
sorotan terhadap pemerintahan Indonesia serta lembaga penegak
hokum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana
Korupsi. Kerena itulah, memasuki masa reformasi Undang-
Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.
Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak
lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang
merdeka dan bebas dari pengaruh kekeuasaan pemerintah,

maupun pihak lainya. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004
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tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa
Kejaksaan R.l. dalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan Undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendalian proses perkara (Dominus
Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum,
karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah
suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan
alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping
sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan
satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive
ambtenaar).Karena itulah, Undang-undang Kejaksaan yang baru
dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran
Kejaksaan Rl sebagai lembaga Negara pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan
Negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara
merdeka.Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16
Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara
merdeka.Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan

wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
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pengaruh kekuasaan lainnya.Ketentuan ini bertujuan melindungi

profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesiaonalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah

mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 30, yaitu

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan

wewenang:

a. Melakukan penuntutan

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan
keputusan bersyarat

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan Undang-undang

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan
ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya

dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan

kuasa khusus dapat bertindak di dalam meupun di luar

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
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3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan
turutmenyelengarakan kegiatan :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
c. Pengamanan peredaran barang cetakan
d. Pengawasan aliran  kepercayaan  yang  dapat
membahayakan masyarakat dan Negara

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

=h

Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
Selain itu, pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan
bahwa Kejaksaandapat meminta kepada hakim untuk menetapkan
seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau
tempat lain yang layak larena bersangkutan tidakmampu berdiri
sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan
orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-
undang No. 16Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di
samping tugas dan wewenang tersebutdalam Undang-undang ini,
Kejaksaan dapat diserhi tugas dan wewenang lainberdasarkan
Undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa
dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan
membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan

keadilan serta badan Negara atau instansilainnya.Kemudian Pasal
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34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memeberikanpertimbagan
dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan
dengan hadirnyaberbagai lembaga baru untuk berbagai peran dan
tanggung  jawab.Kehadiranlembaga-lembaga baru  dengan
tanggung jawab yang spesifik ini mestinyadipandang positif
sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi.Sebelumnya,
Upaya penegakan hukum vyang dilakukan terhadap tindak
pidanakorupsi, sering mengalami kendala.

Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan,namun juga oleh
Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebutantara
lain :

1. Modus operandi yang tergolong canggih

2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau
teman-temannya

3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan
denganberbagai peraturanSulitnya menghimpun berbagai
bukti permulaan

4. Manajemen sumber daya manusia

5. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga
penegakhukum yang ada)

6. Sarana dan prasarana yang belum memadai
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7. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan
penculikanserta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu
denganpembentukan  berbagai lembaga.Kendati begitu,
pemerintah tetap mendapatsorotan dari waktu ke waktu sejak
rezim Orde Lama.Undang-undang tindakPidana Korupsi yang
lama vyaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang
bergigisehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999.Dalam
UU ini diaturpembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga
pemberlakuan sanksi yang lebihberat, bahkan hukuman mati bagi
koruptor.Belakangan UU ini juga dipandanglemah dan
menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya
aturanperalihan dalam UU tersebut.Polemik tentang kewenagan
jaksa dan polisi dalammelakukan penyidikan kasus korupsi juga
tidak diselesaikan oleh UU ini.Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002
dalam penjelasannya secara tegasmenyatakan bahwa penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukansecara
konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai
hambatan.Untuk itu diperlukan metode penegak hukum luar biasa
melalui pembentukan sebuah badanNegara yang mempunyai
kewenangan luas, independen, serta bebas darikekuasaan maupun
dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi, = mengingat

korupsisudah dikategorikan sebagai extraordinary crime.
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UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan
pembentukanpengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas
dan berwenang memeriksa danmemutus tindak pidana korupsi.
Sementara  untuk  penuntutannya, diajukan  olehKomisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari
Ketua dan4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi embat
bidang, yakniPencegahan, Penindakan, Informasi dan Data,
Pengawasan interbal danPengaduan masyarakat.Dari ke empat
bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukanpenyidikan dan
penuntutan.Tenaga penyidiknya diambil dari  Kepolisian
danKejaksaan RI.Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga
yang diambil adalahpejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK
menandai perubahan fundamentaldalam Hukum acara pidana,

antara lain di bidang penyidikan.

1.2 Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
e Visi
Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi
merupakan suatulangkah dalam perjalanan suatu organisasi/lembaga.Visi
tidak hanya penting padawaktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan
organisasi/lembaga ituselanjutnya.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai
lembaga penegak hukum dalamrangka penyelenggaraan fungsi serta

pelaksanaan tugas dan wewenang sesuaidengan ketentuan perundang-
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undangan yang berlaku menetapkan visi yaitu “Kejaksaan Tinggi Jawa

Barat yang Independen / Mandiri dengan Posisi Sentraldalam Penegakan

Hukum Guna Mewujudkan Supremasi Hukum PenghormatanHAM”.

Menyadari sepenuhnya atas tantangan dan tuntutan penegak hukum,

makauntuk visi diperlukan sub visi yaitu “Kerja keras, Lugas, Cepat diatas

Rel Hukum.Semua Ruang Ada Kunci Pembuka Pintu, Semua Masalah

Ada pemecahannya”.

Adapun penjelasan visi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut
diatasadalah :

a. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga penegak hukum
yangmandiri, tidak barada dibawah dan terlepas dari pengaruh badan
lembagaNegara yang lain.

b. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga yang independen
dalampenegakan hukum pidana mempunyai cita-cita untuk
mewujudkantegaknya supremasi hukum dan penghormatan HAM di
Jawa Barat.

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum dalam proses
pidana. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memegang posisi sentral baik
dalam proses penyidikan, penuntutan maupun eksekusi.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Kejaksaan Tinggi Barat
harusmempunyai misi.Dimana misi merupakan pernyataan yang

menetapkan tujuaninstansi pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai.
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Adapun misi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

adalahsebagai berikut:

a.

Meningkatkan ~ kualitas  sumber  daya  Kejaksaan  untuk
memperbaikikinerja dan citra Kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan
sejujur-jujurnya

Meningkatkan independensi lembaga Kejaksaan dalam
penegakanhukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM
Memperkuat kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam
penegakanhukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan
tugas pokokpenuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan
KKN dan kasusHAM

Meningkatkan peran Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata
UsahaNegara

Meningkatkan  peran Kejaksaan dalam bidang ketertiban

danketentraman umum.

Penjelasan Misi :

a.

Meningkatkan ~ kualitas  sumber  daya  Kejaksaan  untuk
memperbaikikinerja dan citra Kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan
sejujur-jujurnya,mengandung arti bahwa SDM Kejaksaan, sarana
danprasarana perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tuntutan
perubahandan pembangunan hukum

Meningkatkan independensi lembaga Kejaksaan dalam

penegakanhukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM,
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mengandungarti bahwa lembaga Kejaksaan harus bebas dari pengaruh
eksekutifdalam melaksanakan penegakan hukum

Memperkuat kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam
penegakanhukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan
tugas pokokpenuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan
KKN dan kasusHAM mangandung arti bahwa kewenangan Kejaksaan
sebagai posisisentral harus ditegakkan dalam melaksanakan perannya
sebagaiPenuntut Umum

Meningkatkan peran Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata
UsahaNegara mengandung arti bahwa Kejaksaan harus dapat
mewujudkanperan sebagai kantor Pengacara Negara

Meningkatkan  peran Kejaksaan dalam bidang ketertiban
danketentraman umum mengandung arti bahwa Kejaksaan
harusmelakukan upaya prefentif dan refresif dalam bidang ketertiban
dan ketentraman umum melalui koordinasi dengan instansi sesuai

denganperaturan Perundang-undangan yang ada.
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1.3 Logo dan Arti Logo Kejaksaan
1. Logo

Gambar 1.1

Logo Kejaksaan

Sumber: Website Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2013
1.3.1 Arti Logo Kejaksaan

e Bintang bersudut tiga
Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
yangtinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi.Sedangkan jumlah
tigabuah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai
landasankejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

e Pedang
Senjata pedang  melambangkan  kebenaran, senjata  untuk

membasmikemungkaran/kebatilan dan kejahatan.
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e Timbangan
Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh
melaluikeseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
e Padi dan Kapas
Padi dan Kapas lambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang
menjadidambaan masyarakat.
1.3.2Makna dan Tata Warna
e Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung
dalamgambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
e Warna hijau diberi arti tekun. Ketekunan yang menjadi

landasanpengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4 Dokrin Kejaksaan
Trikrama Adhyaksa :“Satya AdhiWicaksana”
Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-
citasetiap warga Adhyaksa dan mempinyai arti serta makna :
e Satya
Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesame

manusia.
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e Adhi
Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur
utama,bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
terhadapkeluarga dan terhadap sesama manusia.

e Wicaksana
Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam

penerapankekuasaan dan kewenangannya.

1.5SejarahPenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Sebagai sebuah profesi seorang penkum bertanggung jawab untuk
memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan
membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat
masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Selanjutnya
diharapkanuntuk membuat program-program dalam mengambil tindakan
secara sengaja danterencana dalam upaya-upayanya mempertahankan,
menciptakan, dan memeliharapengertian bersama antara organisasi dan
masyarakatnya.

Pada bagian Penkum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
merupakanbagian dari Asisten Intelejen dimana bagian dari administrasi
umum kejaksaanyang meliputi keseluruhan proses kegiatan dan operasi
intelejen yustisial baikpreventif maupun represif serta penyuluhan dan
penerangan hukum berupa prosespencatatan penanganan dalam bentuk surat,

register dan laporan.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Intelejen di bantu oleh
beberapa Kasidiantaranya :
1. Kasi Sosial dan Politik
2. Kasi Ekonomi dan keuangan
3. Kasi Prodsari (Produksi arana intelejen)
4. Kasi Penkum
Secara garis besar tugasPenkum ada sejak tahun 2008 , karenapenkum
di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah humas yang berada pada
sebuahinstansi atau lembaga kepemerintahan sehingga humasnya belum state
of being.Pada dasarnya kasubsi di Kejaksaan Tinggi jawa Barat merupakan
bagian dari Kasi.Penkum, yang bertugas untuk mengatur, menata
kegiatankegiatanyang berhubungan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pada bagianpenkum Humas terdiri dari satukepala penkum, satu kasubsi,dan
5 orang pegawai yang berada pada lingkup kerja Penkum.
1.6 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Struktur Kejaksaan Tinggi terdapat dalam Keputusan Presiden RI
No0.86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI
yang pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Jaksa Agung Rl No. Kep-
155/JA/10/1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI serta
penyempurnaanya dengan Kep-225/JA/05/2003 dan Kep-558/A/JA/12/2003
yang mengatur sistem Kkinerja para Jaksa Agung Muda di jajaran Kejaksaan.
Dalam pengelolaan sebuah lembaga hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

memiliki satu kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, satu wakil kepala
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kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan enam Asisten yang memiliki fungsi , tugas,
wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda seperti Assisten Intelejen,
Asisten Pembina, Asisten Pidana Umum, Asisten Pidana Khusus, Asisten

Perdata dan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir adalah Asisten Pengawas.



25

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kepala Kejaksaan Tinggi

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Bagian Tata Usaha
NURLIN, SH

Sumber :Arsip Website Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 2013
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1.6.1 Struktur Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Gambar 1.3

Struktur Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

*
l-
|

Sumber :Arsip WebsiteKejaksaan Tinggi Jawa Barat

1.7Job Description Penkum Kejati Jabar
Pasal 540
Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugasuntuk
melakukan kegiatan di bidang penerangan dan hubungan masyarakat

untukmendukung kegiatan operasi intelijen yustisial.
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Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540,

SeksiPenerangan Hukum dan Hubungan Mayarakat menyelenggarakan

fungsi:

a.

Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program Kerja,
sertalaporan pelaksanaanny

Penyiapan perumusan pelaksanaan teknis penerangan, publikasi,
hubunganmasyarakat dan dokumentasi

Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari Kejaksaan Negeri
diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk
kegiatanpublikasi serta pembinaan hubungan masyarakat

Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan
organisasisosial kemasyarakatan dalam rangka program penerangan
hukum danpembinaan kesadaran hukum masyarakat

Pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan pelaksanaan tugas.

Pasal 542

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a.

b.

Subseksi Penerangan Hukum
Subseksi Hubungan Masyarakat
Pasal 543
Subseksi Penerangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
danpemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang

menyangkutkegiatan Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi, serta
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penyiapan bahan-bahanuntuk pelaksanaan penerangan hukum kepada
masyarakat dan instansipemerintah swasta.

2. Subseksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan
danpemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat
umummengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan
Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di

daerah, instansipemerintah, mass media dan masyarakat.

1.7.1 Tugas dari PenkumKejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu :

1. Malaksanakan pelayanan Public pencari berita dari media cetak
maupunmedia elektronik.

2. Melayani masyarakat maupun LSM dalam melakukan
pelaporanpengaduan baik dilingkungan instansi pemerintah
maupun di lingkungan kejaksaan sendiri.

3. Melakukan dan memberikan penyuluhan hukum ke daerah-daerah

untukmembimbing masyarakat taat hukum

1.8Standarisasi Kegiatan Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Untuk mempermudah Kejati Jabar dalam menjalankan tugas
danfungsinya dibuatlah Standarisasi Kegiatan Penkum Kejaksaan Tinggi
Jawa Baratyaitu :
1. Pelayanan terhadap pencari berita, baik media cetak maupun

mediaelektronik dan pelayanan pengaduaan masyarakat / LSM
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. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program Kerja,
sertalaporan pelaksanaanya

. Penyiapan perumusan pelaksanaan tekhnis penerangan,
publikasi,hubungan masyarakat dan dokumentasi

. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari Kejaksaan Negeri
diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk
kegiatanpublikasi serta pembinaan hubungan masyarakat

. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan
organisasisosial kemasyarakatan dalam rangka program penerangan
hukum dampembinaan kesadaran hukum masyarakat

. Pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan pelaksanaan
tugasPengolaan PKLAdalah kegiatan mulai dari perencanaan, waktu
penerimaan, pembinaan,evaluasi dan kegiatan lainnya hingga publikasi di
media massa diperlukan.Tujuan : Untuk meningkatkan pembinaan
terhadap Siswa Praktek KerjaLapangan atau magang dalam rangka
meningkatkan keterampilan danwawasan bagi yang bersangkutan

. Penyelenggaraan Upacara (Protokoler)Adalah kegiatan tata cara upacara
yang meliputi perencanaan danpelaksanaan upacara. Tujuan : Untuk
meningkatkan keterampilan dampembinaan dalam penyelenggaraan
upacara, berdasarkan tata upacara danpedoman yang berlaku

. Penerimaan TamuAdalah tata cara termasuk isi dari cara penyampaian

informasi dalammenerima tamu Kejati. Tujuan : Untuk memberikan



30

pemahaman yangdapat memberikan informasi kepada Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat

9. Keliping Berita Adalah kegiatan yang dikembangkan oleh Kejaksaan
Tinggi Jawa Baratuntuk mengumpulkan berbagai informasi yang
berkaitan dengan lembagaKejaksaan dengan cara menggunting atau
menyimpan dari berbagai mediakemudian mengelompokkan informasi

tersebut berdasarkan tingkatkepentingannya.

1.9Job Description Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Struktur organisasi kejaksaan tinggi terdapat dalam keputusan
presiden RINomor : 86 tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja
kejaksaan R.lyang pelaksanaannya di tetapkan dalam keputusan jaksa agung
RI No. Kep-115/JA/10/1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja
kejaksaan RI sertapenyempurnaannya dengan Kep-225/JA/05/2003 dan Kep-
558/A/JA/12/2003yang mengatur sistem kinerja jaksa agung muda di jajaran
kejaksaan.Dalam pengelolaan sebuah lembaga hukum Kejaksaan Tinggi Jawa
Baratmemiliki satu (1) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan enam (6)
Asisten yangmemiliki fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang

berbeda-beda.
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1.9.1 Sususan Organisasi Kejaksaan Tinggi
Pasal 503
Kerjaksaan Tinggi Terdiri dari :

a. Kepala Kejaksaan Tinggi

b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

c. Asisten Pembina

d. Asisten Intelijen

e. Asisten Tindak Pidana Umum

f. Asisten Tindak Pidana Khusus

g. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

h. Asisten Pengawasan

i. Bagian Tata Usaha

Pasal 504
Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam
melaksanakantugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan
kebijaksanaan yangditetapkan oleh jaksa Agung serta membina
aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya
guna dan berhasil guna.

b. Mengendalikan kebijakan pelaksana penegak hukum dan keadilan

baikpreventif maupun represif dan tindakan hukum lain.
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c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prepenuntutan,

pemeriksaantambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum
lain.

. Mengkoordinasi penenganan perkara pidana tertentu dengan
instansiterkait meliputi  penyelidikan dan penyidikan serta
melaksanakan tugas-tugasyustisial lain.

. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat
dalamsuatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar
meninggalkanwilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia,
peredaran barang cetak yang dapat menggangu ketertiban umum.
Penyalahgunaan dan penodaanagama serta pengawasan aliran
kepercayaan yang dpat membahayakanketertiban masyarakat dan
Negara.

. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha
Negara,mewakili pemerintahan dan Negara di dalam dan diluar
pengadilansebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara.

. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan
danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah
yangtimbul terutama yang menyangkut tanggung jawab.

. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan

melaksanakantugas-tugas lain.
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Pasal 505
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

a. Membantu  Kepala Kejaksaan  Tinggi dalam  membina
danmengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta
tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna.

b. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam
mengkoordinasikanpelaksanaan tugas para Asisten, Kepala Bagian
Tata Usaha dan KejaksaanNegeri di daerah hukumnya.

c. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan
Tinggiberhalangan.

d. Memberikan sarana pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
danmelaksanakan tugas-tugas sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan
Tinggi.

Pasal 506
Asisten Pembinaan
Asisten Pembinaan mempunyai tugas melaksanakanpembinaan
atasmanajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana
dan sarana,pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi

dan tatalaksana,pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung
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jawabnya sertamemberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi
bagi seluruh satuankerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Yyang
bersangkutan dalam rangkamemperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 508

Asisten Pembina terdiri dari :

a. Subbagian Kepegawaian
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum
d. Subbagian Perpustakaan

Pasal 509
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
urusan kepegawain di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Yyang
bersangkutan.

Pasal 513
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan
pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 517
Subbagian  Umum  mempunyai  tugas melakukan  urusan
kerumahtanggaandan  perlengkapan  Kejaksaan ~ Tinggi  yang
bersangkutan.

Pasal 521
Subbagian perpustakaan mempunyai tugas melakukan

urusankepustakaan dan dokumentasi hukum.
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Pasal 525
Asisten Intelijen

Asisten  Intelijen  mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
intelijenyustisial di bidang ideology, politik, ekonomi, sosial budaya,
untuk mendukungkebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik
preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum
serta pengamanan pembangunan danhasil-hasilnya di daerah hukum
Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 527

Asisten Intelijen terdiri dari :

a. Seksi Sosial dan Politik
b. Seksi Ekonomi dan Moneter
c. Seksi Produksi dan Sarana Intelijen
d. Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 528
Seksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan dan
operai intelijen yustisial di bidang aliran kepercayaan masyarakat,
penyelahgunaan danatau penodaan agama, persatuan dan kesatuan

bangsa, ideologi, politik, keamanandan ketertiban umum untuk
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menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dangangguan serta
mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baikpreventif
maupun represif serta penerangan hukum dan masalah lain di bidang
sosial dan politik.

Pasal 532
Seksi Sosial Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan
kegiatandan operasi intelijen di bidang ekonomi dan keuangan untuk
menanggulangi hambatan, tantangan dan gangguan serta mendukung
kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun
represif.

Pasal 536
Seksi produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan
kegiatandi bidang produksi dan sarana intelijen untuk mendukung
kegiatan dan operasiintelijen yustisial.

Pasal 540
Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Mayarakat mempunyai
tugasmelakukan kegiatan di bidang penerangan hukum dan hubungan
masyarakatuntuk mendukung kegiatan dan operasi Intelijen yustisial.

Pasal 544

Asisten Tindak Pidana Umum

Asisten Tindak Pidana Umum mempunyai tugas
melaksanakanpengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,

penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawsan
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terhadap keputusan lepas bersyarat dantindakan hukum lainnya dalam

perkara tindak pidana umum.

Pasal 546
Asisten Tidak Pidana Umum terdiri dari :

a. Seksi Prapenuntutan
b. Seksi Penuntutan
c. Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.

Pasal 547
Seksi  Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan pemberian
bimbingan,pengendalian dan pemberian petunjuk mengenai penerimaan
pemberitahuanpenyidikan, penghentian, penyidikan, hasil penyidikan
serta penerimaan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti /
sitaan, pengadministrasian danpendokumentasiannya.

Pasal 551
Seksi  penuntutan mempunyai tugas melakukan  penuntutan
terhadapperkara tindak pidana umum hasil penyidikan penyidik serta
pengadministrasiandan pendokumentasian.

Pasal 555
Seksi  Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksamasi mempunyai
tugasmelakukan urusan administrasi dan perlawanan banding kasasi,

peninjuankembali dan grasi serta pelaksanaan penetapan dan putusan
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hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik eksaminasi

maupun perkara tertentu.

Pasal559
Asisten Tindak Pidana Khusus

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan
sebagiantugas Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak
pidana khusus didarah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan
berdasarkan  peraturanperundang-undangan yang berlaku serta
kebijaksanaan yang ditetapkan olehPemerintah dan Jaksa Agung /
Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 561

Asisten Tidak Pidana Khusus terdiri dari :

a. Seksi Penyidikan
b. Seksi Penuntutan
c. Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

Pasal 562
Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan penyidikan
tindakpidana khusus serta penyiapan bahan, pembuatan telaahan dan
pemberianbimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana
khusus yangdilakukan Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Pasal 566
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Seksi penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan
perkaratindak  pidana khusus serta  pengadministrasian  dan
pendokumentasian.

Pasal 570
Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai
tugasmelakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya
hukum, eksekusi daneksaminasi. Asisten Perdata dan Tata Usaha
Negara

Pasal 574
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas
melaksanakandan  tau  mengendalikan  penegakan,  bantuan,
pertimbangan dan pelayanan hokumdan tindakan hukum lain kepada
Negara, pemerintah dan masyarakat dibidangperdata, tata usaha Negara,
pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum kejaksaan Tinggi
yang bersangkutan.

Pasal 576

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari :

a. Seksi Perdata
b. Seksi Tata Usaha Negara
c. Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak

Pasal 577
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Seksi Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengendaliandan atau pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan

dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.

Pasal 581
Seksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahanpengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan
pelayanan hukum sertatindakan hukum lainnya di bidang tata usaha
negara.

Pasal 585
Seksi  Pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas
melakukanpenyiapan bahanpengendalian dan penegakan, bantuan,
pelayanan danpertimbagan serta tindakan hukum lainya di bidang
pemulihan dan perlindunganhak.

Pasal 589

Asisten Pengawasan

Asisten Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian
danatau pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan
semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, kejaksaan Negeri
maupun CabangKejaksaan negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi

yang bersangkutan.
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Pasal 591
Asisten Pengawasan membawahkan :
a. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum
b. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan
c. Pemeriksa Intelijen
d. Pemeriksa Tindak Pidana Umum
e. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
Pasal 592
Pemerikasa kepegawaian dan Tugas Umum mempunyai tugas
melakukanpenyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang
kepegawaian dan tugasumum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri
dan Cabang Kejaksaan Negeridi daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang
bersangkutan.
Pasal 596
Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembanguan
mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan
pengawasan di bidang keuagan,perlengkapan dan proyek pembangunan
pada Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Tinggi
yang bersangkutan.
Pasal 600
Pemeriksa Intelijen  mempunyai tugas menyiapkan bahan

pengendaliandan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan
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Negeri dan Cabang KejaksaanNegeri di daerah hukum Kejaksaan
Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 604
Pemeriksa Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan
bahanpengendalian dan pengawasan di bidang Tindak Pidana Umum
pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan
Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 608
Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha
Negaramempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan
pengawasan di bidangtindak pidana khusus, perdata dan tata usaha
Negara pada Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri di daerah hukum KejaksaanTinggi yang
bersangkutan

Bagian Tata Usaha

Pasal 612
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusanketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol

dilingkungan KejaksaanTinggi yang bersangkutan.
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Sarana dan Prasarana yang dimiliki kantor Kejaksaan Tinggi

Jabar adalah sebagai berikut :

a. Sarana

Tabel 1.1

Tabel Sarana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

No Sarana Jumlah
1 Gedung Kantor 1
2 Mushola 2
3 Perpustakaan 1
4 Ruang Kerja Karyawan 10
5 Ruang Pertemuan 1
6 Ruang Sidang 2
7 Ruang Pimpinan 1
8 Toilet dan Dapur 6

Sumber :Arsip penulis 2013
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Tabel 1.2

Tabel Prasarana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

prasarana

Banyak

Kendara Tahanan roda enam merk

Toyota Dyna Rhino

1 (satu) unit

Kendaraan Operasional Roda 4 merk | 7 (tujuh) unit

Toyota Innova

Komputer Personal Komputer

15 (lima belas) unit

Proyektor

3 (tiga) unit

Portable Wireless Amplifier

1(satu) unit

IP-PABX VOIP Sistem Siemen

1 (satu) paket

Video Conference Sistem Sony

1 (satu) paket

Mobiler 1(satu) unit

Meja Biro 120 (seratus dua puluh) buah
Lemari Kayu 60 (enam puluh) bua

Meja Rapat 8 (delapan) set

Meja %2 Biro

290 (dua ratus Sembilan

puluh) buah

Rak Kayu 96 (sembilah puluh enam)
buah

Sofa sebanyak 21 (dua puluh satu) set

Kursi Tamu 10 (sepuluh) set
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Meja Biro Sedang

6 (enam) buah

Tempat Tidur

1 (satu) buah

Lemari Pakaian

1 (satu) buah

Meja Baca 3 (tiga) buah

Meja Makan 1 (satu) buah

Bufet 2 (dua) buah

Rak Surat 1 (satu) buah

AC 23 (dua puluh tiga) buah
PABX 1 (satu) set

Panaboard 1 (satu) buah

Pompa Air 6 (enam) buah

Penangkal Peti

6 (enam) buah

Pemadam Kebakaran

24 (dua puluh empat) bua

Filling Cabinet sebanyak

154 (seratus lima puluh

empat) buah

Mesin TIK Manual

23 (dua puluh tiga) buah

Brankas

11 (sebelas) buah

Whiteboard

11 (sebelas) buah

Vertikal Blinds

175 (seratus tujuh puluh

lima) meter

Lemari Besi

49 (empat puluh Sembilan)

buah
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Kursi Kerja 350 (tiga ratus lima puluh)
buah
Kursi Rapat 48 (empat puluh delapan)

buah

Kursi Undangan

125 (seratus dua puluh lima)

Kursi Direktur

8 (delapan) buah

Ordner Plastik

2.500 (dua ribu lima ratus)

buah

Dosir Kepegawaian

300 (tiga ratus) buah

Sumber :Arsip penulis 2013
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1.11L okasi dan Waktu PKL
1.11.1 Lokasi Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan pada Division Comunication

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Alamat : Jalan R.E Martadinata No. 54
Telepone : 4205377-4204202 Bandung 40114.
Email : info@kejati-jabar.go.id

Website - http://kejati-jabar.go.id

Penulis, sebagai Mahasiswa Fisip UNIKOM bidang kajian
IImu Komunikasi Humas memilih Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
sebagai tempat untuk melakukan PKL, hal tersebut dilakukan dengan
pertimbangan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan
Lembaga Pemerintahan yang memiliki reputasi baik dimata publik,

terutama masyarakat kota Bandung.

1.11.2 Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL yang penulis lakukan pada Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2013 s/d 26
Agustus 2013, dengan setiap haripada jam kerja yaitu Hari Senin

hingga Jum’at dari pukul 08.00 - 16.00 WIB.
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